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Rencana Penanganan Rencana Tanggal
Ponyobab Risiko Rencana Penglnulnn/ Deskripsi | yoecori Risiko — Penanganan Yang. e —— g 99 Skala Kemungkinan Skala Dampak
Sudah Ada Inherent Inherent
1

Tercapainya Pengelolaan Keuangan| ~ Koordinasi dan Penyusunan Rencana | 1 |Koordinasi dan Penyusunan KUA/PPAS dan | Terjadinya Benturan Kepentingan Tidak adanya Kesesuaian Anggaran pemberitahuan mela\m me\isos Kepatuhan | Adanya penundaan dan 1 Surat Edaran Terjadinya benturan pemberitahuan melalui medsos Mulai : Jumlah Buku Nota Kesepakatan KUA-
Daerah Anggaran Daerah KUPA/PPASP terkait Proses Penetapan KUA-PPAS antara RKPD dan KUA-PPAS/ pemotongan Dana Transfer kepentingan terkait proses 01Agt 2024 PPAS/ KUPA-PPASP
dan Perubahan KUPA/PPASP KUPA/PPASP penetapan KUA-PPAS/ KUPA-
2 Masih adanya kepentingan dalam 2 Adanya Review KUA/PPAS. 2 Pemberitahuan secara |PPASP 2 Adanya Review KUA-PPAS/ KUPA- Bz
penyusunan KUA-PPAS/ lisan PPASP. elet 2028
KUPA/PPASP
3 Memperbarui SSH dan SBU yang
disesuaikan dengan kenaikan
harga pasar setiap tahunnya
2 |Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA { Terjadinya Benturan Kepentingan 1 Terjadinya kesalahan penganggaran Surat Edaran Kepatuhan | Tidak bisa melakukan 1 Surat Edaran Terjadinya kendala pada saat Surat Edaran Mulai : Jumlah RKA dan Perubahan RKA yang
SKPD dan Perubahan RKA - SKPD terkait Proses Verifikasi RKA-SKPD kode rekening pendapatan dan Pencairan pencairan kegiatan 09 Agt 2025 diverifikasi
dan Perubahan RKA - SKPD belanja pada Perangkat Daerah er
esai
2 SDM yang kurang berkompeten 2 Melakukan desk 23 gt2025
Verifikasi penyusunan
RKA dan Perubahan
RKA
3  |Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Penetapan Perda APBD dan Pergub 1 Terjadinya kesalahan perhitungan Melakukan FGD terkait Strategi PEMDA | 1 Terkena sanksi dari 1 Evaluasi RKAP OPD Penyusunan RKAP masih ada |Melakukan FGD terkait Mulai : Jumlah Perda / Perubahan Perda dan
Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD APBD dan Perubahan APBD yang Pendapatan, Belanja, dan penyusunan RKAdan RKAP OPD pusat terhadap yang belum sesuai dengan penyusunan RKA OPD 16 Agt 2024 Pergub/ Perubahan Pergub Provinsi
dan Peraturan Kepala tidak tepat waktu Pembiayaan dalam APBD Perubahan pendanaan DAU, DAK Standar BiayaUmum (SBU Sumatera Selatan tentang APBD dan
Daerah tentang Penjabaran APBD/ APBD dan Dana Transfer dan SSH) St [FEED
Perubahan APBD jLesen 2028
2 SDM yang kurang berkompeten 2 Terjadinya 2 Koordinasi dengan
Penggelembungan Dana OPD dalam rangka
(Mark UP) Anggaran penyusunan RKA
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah| 4 |Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Proses Penganggaran OPD Kabupaten/Kota terlambat 1 Anggaran 5 Membuat surat Teguran Perda dan Pergub APBD 1 Pembahasan Penyusunan Mulai - Persentase Surat Keputusan Hasil
Kabupaten/Kota tentang APBD / Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang Tertunda menyerahkan Perubahan RAPBD dengan Kabupaten/Kota tujuan organisasi tentang Penyampaian Kabupaten/Kota tidak Anggaran dengan 01 Nov 2025, Evaluasi dan Surat Keputusan Hasil
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Evaluasi Perubahan APBD | disahkan Kabupaten/Kota Evaluasi Perubahan 17 Kabupaten/Kota
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/ 2 Melakukan FGD terkait Pengelolaan Kabupaten/Kota 2 Melakukan FGD terkait 155;“5;)'25
Perubahan APBD Kabupaten/Kota Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Keuangan Daerah s
Kabupaten/Kota
5 |Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Laporan Keuangan Kota antara Pemda Monitoring dan Evaluasi tentang Kepatuhan | Tahapan waktu penyusunan | Membuat surat Teguran | Perda dan Pergub Monitoring dan Evaluasi Mulai Persentase Surat Keputusan Hasil
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan | tidak tepat waktu Kabupaten/ Kota dan DPRD Penyusunan Laporan Keuangan APBDP lebih lambat tentang i Pe i tentang Penyusunan Laporan 01Jul 2024 Evaluasi 17 Kabupaten/Kota
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota bersama Inspektorat dan Evaluasi Pertanggung Kabupaten/Kota tidak Keuangan Kabupaten/Kota
Peraturan Kepala Daerah tentang pendampingan oleh BPKP' |jawaban APBD disahkan bersama Inspektorat dan Selesai
Penjabaran Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota pendampingan oleh BPKP easaczy
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan 6 |Koordinasi dan Pengelolaan Kas Dacrah | Pengeluaran (Belanja) yang tertunda | Penerimaan tidak tepat waktu Membuat Pergub Strategi Peng Kas | O antara BPKAD, | Hutang Membuat Pergub Strategi Mulai: Jumiah Laporan Penerimaan dan
Perbendaharaan Daerah Daerah APBD OPD dan Bank Sumsel Pengelolaan Kas Daerah 01Jan 2025 Pengeluaran APBD Provinsi Sumatera
yang terjadwal Selatan
Selesai :
31 Des 2025
7 |Koordinasi, Fasilitasi, Belanja yang tertunda Laporan Dak Fisik dan DAK Non Fisik Laporan DAK disampaikan tepat Waktu Operasional | Penundaan Pengeluaran Surat Edaran Percepatan | Kurang Salur Dana Laporan DAK disampaikan Mulai: Jumiah Laporan DAK FISIK dan DAK Non
Asistensi, Sinkronisasi, yang tertunda Dana DAK dari Pusat Penyerapan Anggaran, Perimbangan dan Dana tepat waktu 014an 2025 Fisik
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Koordinasi, Fasilitasi dan Transfer Lainnya
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Asitensi il
Transfer Lainnya Rlieaoss
8 |Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan | Kehilangan uang tunai dan terjadinya | 1 Keamanan transaksi secara tunai Kartu Kredit Pemerintah Daerah Fraund Kerugian Dacrah Surat Edaran Percepatan | Mengurangi Cost Of Fund | Transaksi Kartu Kredit Mulai: Jumiah Transaksi Kevangan Daerah
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan | kecurangan atau Fraud yang masih belum maksimal Penyerapan Anggaran (Idle Cash) Pemerintah Daerah 01es 0025 secara Digital (Non Tunai) dan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Transparan
Keuangan Bukan Bank 2 terjadinya kecurangan atau fraud Pelaksanaan i
31 Des 2025
9 |Rekonsiliasi DataPenerimaan dan Tidak tersalurnya Dana Transfer dari | Terlambatnya Rekonsiliasi Lapoan Penyampaian Laporan Tepat Waktu y dan i Pajak telah Laporan Tepat Mulai: 1 Jumlah Laporan terhadap
Kas serta dan Pusat ke Daerah terhadap Potongan SP2D dan Jumlah dari Pemerintah Daerah dilakukan Dana Transfer dari Pusat ke | Waktu 01Jan 2025 Potongan SP2D
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Pajak serta IWP Pemerintah Daerah
Terkait Selesai: 2 Jumiah Pajak dan IWP
31Des 2025
Koordinasi dan kuntansi | 10 i dan Verifikasi Aset, Kewajiban, | Dokumen bukti transaksi tidak sesuai| Laporan Realisasi Anggaran Tidak Sesuai| Sosialisasi kebijakan akuntansi sesuai D Tiap bulan harus Masih ada penyesuman Sosialisasi kebijakan Mulai: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan Pelaporan Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, |dengan Rekening Koran dari Ban! dengan Bukti Setor Penerimaan dan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Bulanan, ili ti Setor ntansi sesuai Standar 01Jan 2025 yang disusun sesuai Standar Akuntansi
Keuangan Daerah Pendapatan-LO, dan Beban Reking Koran Semester dan Tahunan pendapatan dan Belanja Penerimaan d:ngan Rekening |Akuntansi Pemerintahan Pemerintah
dengan SKPD Koran dari Bank pelcsel
31Des 2025
11 |Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD | Pengumpulan data Laporan PPK SKPD/BLUD belum memahami Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan | Kepatuhan |Kualitas laporan keuangan | Rekonsiliasi BLUD| Penyampaian penjelasan Mulai Rancangan Perda tentang
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Keuangan SKPD dan BLUD tidak Standar Akuntansi Pemerintahan atas Raperda Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah menurun verbal dan tulisan atas 02 Mei 2025 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Tepat Waktu dan tidak sesuai sebagai Standar Penyajian Laporan Pelaksanaan APBD dan Raperkada tentang Raperda Permnggungjawaban
Kketentuan yang berlaku euangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ea=) BEe e e ez e
Pelaksanaan APBD Provinsi Raperkada tentang Penjabaran EEDHTS (R EN T e BT H e D
Pertanggungjawaba: Provinsi
Pelaksanaan APBD Provinsi
12 [Koordinasi dan Penyusunan Rancangan | Pimpinan dan Anggota DPRD tidak | Ketidaksesuaian pendapat antara Kepala | Penyampaian penjelasan verbal dan tulisan Perda Perubahan Penyampaian penjelasan Mulai: Rancangan Perda tentang
Peraturan Daerah tentang menerima Rancangan Perda Daerah dengan DPRD terkait rancangan atas Raperda Pertanggungjawaban Per dengan hasil i D verbal dan tulisan atas 014an 2025 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Per i APBD i Perda i APBD dan Pelaksanaan APBD tidak | Evaluasi Rancangan Perda | Pertanggungjawaban APBD  [Ranperda Pertanggungjawaban
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala |APBD APBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban disahkan menjadi Perda tentang Pelaksanaan APBD dan izl BEe e e ez e
Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi Pertanggungjawaban Ranperkada tentang Rloeaoz (R EN T e BT H S D
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Provinsi Penjabaran Provinsi
Provinsi dan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi
Penjabaran
Penunjang Urusan Kewenangan 13 |Analisis Perencanaan dan Tidak Bantuan Kota Surat Edaran Gubernur ke Strategi PEMDA |Bantuan Keuangan tidak | Monitoring dan Evaluasi | Bantuan Keuangan tidak Surat Edaran Gubernur ke Mulai: 5K Bantuan Keuangan 17 Kbupaten/Kota
Pengelolaan Keuangan Daerah Penyaluran Bantuan Keuangan Keuangan 17 Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi terhadap Kabupaten/Kota dapat disalurkan ke tentang Penyaluran dapat disalurkan Kabupaten/Kota 01Nov 2024
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota Szl
28Feb 2025
Barang Barang Milik Dacrah 14 |Penyusunan Standar Harga Tidak Tersedianya Satuan Standar | Kurangnya pengetahuan SDM tentang | Penyusunan terhadap Standar Harga dan Fraud Penganggaran yang tidak | Melakukan Survey Pasar | Masih terdapat Item Barang | Penyusunan terhadap Standar Harga dan Mulai Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar
Milik Daerah Harga (SSH) dan Standar Biaya Satuan Standar Harga (SSH) dan Standar Biaya Pelaksanaan  |sesuai dengan Satuan untuk menetapkan Standar |yang belum tercantum dalam Standar Belanja 01Jan 2025 Biaya Umum (SBU).
Umum (SBU) yang valid dan dapat | Standar Biaya Umum (SBU) Standar Harga (SSH) dan Satuan Harga (SSH) SSH akibat kelalaian OPD »
i ;i y elesai:
dipertanggungjawablkan. Standar Biaya Umum (SBU). 31Des 2025
15 |Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Ketidak sinkronan Belanja Aset 1 Pengabaian Prosedur RKBMD dan 1 mengadakan sosialisasi terkait Belanja 1 Belanja tidak evektif dan | SOP Pengendalian BMD Penyusunan RKA tidak sesuai | 1 mengadakan sosi terkait : 1 40 dokumen penelahaan RKBMD
Milik Daerah antara RKBMD dan DPA PBMD Tahun Anggaran 2025 perubahan aturan dengan terbitnya efisien Permendagri No 19 Tahun d:ngan kebutuhsn s:hmgga wvbahin aturan deﬂm 01Jan 2025







